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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Antropolog Prancis P. Tonipard adalah orang pertama yang menemukan 

istilah kriminologi. Menurut Topo Santoso, kriminologi secara etimologis 

adalah gabungan dari bahasa asing,  pengetahuan (logo) dan kejahatan (crimen), 

maka disimpulkan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang menekankan 

tema utama kejahatan. Berdasarkan definisi tersebut, benar bahwa kriminologi 

adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kriminal. Namun sangat penting untuk 

diketahui bahwa kriminologi adalah tentang memerangi kejahatan, bukan 

tentang contoh kejahatan yang dilakukan.  

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam perilaku 

kriminal (kriminologi teoretis atau murni). Seperti ilmu apapun, kriminologi 

teoretis berurusan dengan gejala dan mencoba menentukan penyebab gejala 

tersebut dengan caranya sendiri (etimologi). Selain itu, kriminologi bukanlah 

bagian dari hukum pidana itu sendiri, tetapi kriminologi sangat erat 

hubungannya dengan hukum pidana, dan kriminologi adalah ilmu yang pokok 

bahasan utamanya adalah sebab dan akibat kejahatan, keadaan yang 

mempengaruhinya dan cara mengatasinya.  

penanggulangannya. mereka Pada saat kriminologi memepelajari 

tentang kejahatan maka segala bentuk kejahatan yang dimaksudkan tersebut 

terdapat dalam hukum pidana. Dalam hal untuk membantu pemecahan kasus 
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kejahatan itu yang menjadi dasar pertama dari pengertian kriminologi tersebut. 

Dalam mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan adalah mempelajari 

perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab 

akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam 

kriminologi dapat dicari yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan mengapa seseorang bisa mealakukan kejahatan.  

Kejahatan sebagian besar merupakan perilaku manusia yang merusak 

moral dan juga menimbulkan keresahan sosial. Itu sebabnya orang membenci 

perilaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang 

menggabungkan kejahatan untuk mengetahui sebab dan akibat mengapa 

kejahatan dapat terjadi. 1  Di era globalisasi sekarang ini kasus-kasus kejahatan 

yang terjadi merupakan sebuah akibat dari kemajuan dari perkembangan 

teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang melakukan tindak 

pidana itu sendiri, dilihat secara umum biasanya dilakukan oleh orang dewasa. 

Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan juga teknologi maka 

sekarang seseorang yang melakukan tindak kejahatan tidak hanya orang dewasa 

tetapi anak-anak dibawah umur. 

Berbagai kejahatan yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh 

perkembangan ekonomi yang tidak merata, keadaan keluarga yang tidak 

menguntungkan (disfungsi rumah), perkembangan teknologi yang dipengaruhi 

oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan kurangnya supremasi hukum. 

 
1 Tri Anggi Astuti, Tantimin, 2022, Aspek Kriminologi , Petitum , Vol.20, No.1.April 

2022, hlm.13-15 
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Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat berkembang yang masih 

membutuhkan perhatian khusus dalam memerangi kejahatan. Kekerasan seksual 

merupakan salah satu kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama 

dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pelecehan seksual fisik dan non fisik, 

perkosaan, ketidaksenonohan dan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus 

kejahatan seksual semakin krisis dan meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku dan 

korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. 2 Jika 

dilihat dari sisi kriminologi hal-hal yang tersebut diatas adalah faktor penyebab 

terjadinya sebuah kejahatan. Faktor didalan kriminologi itu dikatakan sebagai 

Faktor Kriminogen yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang 

untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. 3 

Masalah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap 

wanita dan anak perlu mendapatkan sebuah perhatian lebih intensif dan serius 

lagi. Mengingat adanya kecendrungan bahwa wanita dan anak sangat sering 

terabaikan oleh Lembaga-lembaga kompeten dalam system peradilan pidana, 

yang seharusnya mereka memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup 

berdasarkan hokum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, karena bagaimanapun 

korban tetaplah mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan juga dilindungi 

hak-haknya. Siapapun orangnya dan apapun rasnya, menjadi korban suatu 

kejahatan merupakan suatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus 

kekerasan seksual ini seringkali pelakunya merupakan orang yang dekat dengan 

 
2 Bagong Suyanto, 2016, Masalah Sosial Anak, Jakarta:Prenamedia Group, Hlm.248. 

3 Wahid dan Labib, 2010, Tinjauan Kriminologi, Hlm.59. 
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kehidupan sehari-harinya. Dapat diartikan bahwa sebelumnya telah dikenal oleh 

korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi keluarga sendiri.  

Melihat pada bagian yang sebenarnya setiap kejahatan termasuk 

kekerasan seksual merupakan hasil interaksu antara pelaku dan korban. Tanpa 

bermaksud menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita juga pernah 

melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang 

menimpanya. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidaknya secara langsung 

maupun tidak langsung. Meskipun demikian dalam kejadian yang sebenarnya 

sebagai korban kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang 

sangat dirugikan dan juga mengalami penderitaan atas perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu untuk meluruskan apa yang 

menjadi permasalahan pentung bagi kita untuk melihat permasalaham korban 

secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan juga melakukan tindakan 

terhadap korban, guna mendapatkan solusi dan titik terang yang baik dan jelas 

terlebih pada kasus kekerasan seksual yang korbannya wanita dan anak-anak.4 

Kekerasan berupa kondisi yang sedemikian rupa hingga realisasi antara 

jasmani dan mental aktualnya berada bawah realisasi potensialnya. Kekerasan 

rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut 

selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa 

sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam 

bentuk apapun dan ruang lingkupnya adalah karena adanya dominasi budaya laki-

 
4 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Penerbit Alimni, Hlm.2-6. 
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laki terhadap perempuan. Dominasi budaya ini membentuk pola hubungan yang 

timpang antara laki-laki dan perempuan. Faktor inilah sebenarnya yang menjadi inti 

permasalahan adanya kekerasan terhadap perempuan, yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat secara terus menerus.5 . 

Dapat diartikan bahwa pelecehan seksual disini dapat berupa perbuatan 

tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti menyentuh 

bagian tubuh yang vital dan menggunakan kata-kata yang “vulgar” atau tidak 

pantas.. Sementara itu, orang yang menjadi sasaran komentar sensitif dan tidak 

pantas tidak akan menyukainya. Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial 

masyarakat yang pada kenyataannya belum atau tidak setara dengan laki-laki, 

meskipun telah lama diupayakan dan terus diwujudkan. Faktor sosial, budaya dan 

kelembagaan yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih 

lemah dari laki-laki menjadi alasan utama mengapa kepercayaan ini tetap bertahan 

dan terus menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Analisis gender ini 

selalu menunjukkan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi dan 

superioritas, dan yang lebih memprihatinkan adalah adanya kekerasan yang 

berujung pada pelanggaran moral dan pelecehan seksual. 6 

Pelecehan Seksual yang menjadi sebuah permasalahan hukum yang sering 

kali terjadi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan 

yang marak terjadi terhadap kesusilaan yang sangat kejam adalah kekerasan seksual 

 
5 Ardi Nugroho, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 

dan pemberatan, http://eprints.upnjatim.ac.id/2077/1/file.pdf, diakses pada tanggal 26 februari 

2022, pukul 09.40 WIB. 
6 Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar 

Maju, hlm. 10 
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dalam bentuk pemerkosaan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan adalah 

sebuah problema yang mendunia dan juga sering terjadi di indonesia, Dimana 

Kejahatan kekerasan merupakan suatu masalah yang sering kali muncul di 

masyarakat luas. Salah satu masalah yang kerap kali muncul dan juga masih sering 

ditemukan di indonesia adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual 

sangatlah menarik perhatian bagi semua orang dari sekian banyaknya kasus yang 

terus muncul. Akhir-akhir ini sedang maraknya terjadi kasus pemerkosaan atau 

kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari tahun ke tahun kasus tersebut sering 

saja terjadi dan tidak pernah ada habisnya. Semakin banyak perempuan yang 

menjadi korban atau target oleh pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak 

hanya terjadi diperkotaan, dijalanan serta di wilayah privat seperti dirumah maupun 

sekolah. melainkan sering juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun 

dalam lingkungan keluarga, seperti  kekerasan seksual, kekerasan psikologis, 

kekerasan ekonomi, serta kekerasan fisik. Dari mulai orang yang dikenal maupun 

orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Kekerasan 

seksual atau pelecehan seksual adalah sebuah perilaku yang bersifat lebih condong 

keseksual dan atau suatu hal yang tidak diinginkan dan juga berakibat kerugian 

pada korban.  

kekerasan seksual atau Pelecehan tersebut dapat merusak semua yang 

terjadi dalam kehidupan sang korban mulai dari munculnya trauma, ketakutan yang 

sering menghantui sang korban dan juga rusaknya masa depan korban yang 

mendoktrin dirinya bahwa dirinya bukan lagi orang yang baik-baik lagi. Selain itu 

sang korban juga harus mendengarkan stigma masyarakat yang menyudutkan 
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korban dan bahkan akan menerima perilaku deskriminasi terhadap korban 

pelecehan atau kekerasan seksual. Sering Kita ketahui bahwa banyak yang 

beraggapan perempuan adalah manusia yang lemah dan tidak baik dan juga tidak 

kuat melebihi laki-laki, dari anggapan tersebutlah laki-laki sering berbuat semaunya 

atau sewenang-wenangnya terhadap perempuan.7 

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang langkah 

untuk kita dengar banyak sekali kasus pelecehan, kekerasan seksual, penyiksaan 

dan juga pembunuhan terhadap perempuan. Berbagai peraturan yang telah dibuat 

oleh pemerintah untuk melindungi perempuan tetapi kasus yang kekerasan yang 

sering terjadi bukannya menurun melainkan terus meningkat, diiringi dengan 

berbagai faktor yang sangat mendukung seperti kondisi ekonomi, faktor lingkungan 

dan faktor lainnya. Kasus kekerasan seksual ini sangat sering terjadi disetiap 

daerah, salah satunya yaitu daerah Kabupaten Empat Lawang. 8 

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang lebih condong terhadap 

desakan atau sebuah ajakan seksual yakni dengan menyentuh, meraba, mencium, 

memaksa korban untuk melihat sebuah gambaran atau pornografi, candaan yang 

sangat berbau pornografi, serta perkataan yang meremehkan dan merendahkan, 

serta memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya perstujuan korban 

dengan melakukan kekerasan fisik maupun tidak, menyakiti bahkan melakukan 

 
7 Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan 

Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in 

Indonesia)”. Mimbar Yustitia, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158. 
8 B. Rudie Harnoko. Jurnal Hukum Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan, 

diakses darihttp://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view,Tanggal 11 Mei 

2022. Pukul 17.37 WIB. 
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tindakan lain yang tidak diinginkan korban. Kekerasan maupun pelecehaan seksual 

yang kerap kali terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem nilai yang 

diduduki seorang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah 

dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sering kali masih sering diperbudak 

laki-laki dan juga masih sering dipandang lemah.   

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang 

sangat menonjol. Bukan karena disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan 

yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. 

Kekerasan terhadap perempuan sekarang terjadi di berbagai belahan bumi salah 

satunya diindonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa 

kekerasan merupakan perihal atau yang bersifat, berciri, keras atau dapat diartikan 

juga sebagai paksaan.9 Dalam pengertian Soerjono Soekanto kekerasan merupakan 

kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik dengan cara paksa yang dilakukan 

terhadap orang atau benda. 10 

Di Indonesia sendiri telah mengatur dan menetapkan beberapa perundang-

undangan yang bias menjadi payung hukum sebagai dasar perlindungan bagi kaum 

perempuan dari berbagai macam kondisi kekerasan dan diskriminasi yang mungkin 

dialaminya. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perempuan 

dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual 

 
9 Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm .400. 
10 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Press, hlm.74. 
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam 

undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Di dalam undang-

undang ini terdapat 93 Pasal dan 12 Bab. Dan juga berdasarkan Pasal 4 Jenis Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 9 jenis, yaitu: 

Tabel 1 

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam 

UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

No Pasal Perbuatan yang 

Dilarang 

Ancaman Pidana 

1 Pasal 5 Perbuatan Seksual secara 

Non Fisik 

Penjara maksimal 9 

bulan dan/atau denda 

10 juta rupiah 

2 Pasal 6A Perbuatan pelecehan 

seksual fisik 

Penjara maksimal 4 

tahun dan/atau denda 

50 juta rupiah 

3 Pasal 8 Melakukan perbuatan 

pemaksaan kontrasepsi 

Penjara maksimal 5 

tahun dan/atau denda 

50 juta rupiah 

4 Pasal 9 Melakukan perbuatan 

pemaksaan sterilisasi 

Penjara maksimal 9 

tahun dan/atau denda 

200 juta rupiah 
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5 Pasal 10 Ayat 

(1) 

Melakukan perbuatan 

pemaksaan perkawinan 

Penjara maksimal 9 

tahun dan/atau denda 

200 juta rupiah 

6 Pasal 11 Melakukan penyiksaan 

seksual 

Penjara maksimal 12 

tahun dan/atau 300 juta 

rupiah 

7 Pasal 12 Melakukan eksploitasi 

seksual 

Penjara maksimal 15 

tahun dan/atau denda 1 

miliar rupiah 

8 Pasal 13 Melakukan perbudakan 

seksual 

Penjara maksimal 15 

tahun dan/atau denda 1 

miliar rupiah 

9 Pasal 14 Ayat 

(1) 

Melakukan kekerasan 

seksual berbasis 

elektronik 

Penjara maksimal 4 

tahun dan/atau denda 

200 juta rupiah 

 

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum pada ayat 1 diatas 

tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi : 

a. Perkosaan 

b. Perbuatan cabul 

c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau 

eksploitasi seksual terhadap anak. 

d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak 

korban 

e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit 

memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. 
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f. Pemaksaan pelacuran 

g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. 

h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga 

i. Tindak pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya merupakan 

tindak pidana kekerasan seksual 

j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selain Undang-undang diatas Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri juga 

diatur dalam beberapa Pasal KUHP, yang terdiri dari : 

Tabel 2 

Istilah atau Jenis Kekerasan Seksual dalam KUHP 

No Pasal Perbuatan yang 

Dilarang 

Ancaman Pidana 

1 Pasal 410 Perbuatan melanggar 

kesusilaan di depan 

umum 

Penjara maksimal 1 

tahun dan/atau denda 

10 juta rupiah 

2 Pasal 411 ayat 

(1) 

Pornografi Penjara maksimal 10 

tahun dan/atau denda 2 

miliar rupiah 

3 Pasal 413 Perbuatan 

mempertunjukkan suatu 

alat untuk mengugurkan 

kandungan 

Penjara maksimal 6 

bulan dan/atau denda 

10 juta rupiah 

4 Pasal 415 ayat 

(1) 

Melakukan perzinaan Penjara maksimal 1 

tahun dan/atau denda 

10 juta rupiah 
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5 Pasal 418 ayat 

(2) 

Melakukan Perbuatan 

percabulan 

Penjara maksimal 9 

tahun dan/atau denda 

50 juta rupiah 

 

Saat ini kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang cukup 

mendapatkan atau menarik perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita 

lihat di televisi atau pun media sosial diberitakan terjadi kekerasan seksual. 

Jika memepelajari sejarag, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada 

sejak dahulu, atau bisa dikatakan sebagai suatu bentuk dari kejahatan klasij 

yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, 

dan akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu 

jauh berbeda dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi 

dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau 

pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga terjadi di pedesaan yang relative 

masih memegang nilai tradisi dan juga adat istiadat. Sebagaimana yang 

telah kita ketahui bahwa dalam perkembangan sosial saat ini, banyak terjadi 

kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. 

Di Kota Palembang Kasus perbuatan cabul dan pelanggaran 

kesusilaan terhadap perempuan maupun anak berdasarkan data Polrestabes 

Palembang dan Woman’s Crisis Centre Palembang menyebutkan bahwa 

selama 5 Tahun terakhir pada tahun 2017-2021 tercatat ada 70 Kasus11 

Perbuatan Cabul dan Pelanggaran Kesusilaan serta 122 Kasus Pelecehan 

 
11 Polrestabes Palembang 
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Seksual. Disini dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual sendiri 

lumayan banyak terjadi di Kota Palembang.12 

Sedangkan, di Polres Empat Lawang sendiri, tindak pidana 

kekerasan seksual saat ini masih menjadi masalah yang kompleks dan 

menjadi fenomena yang khas bagi masyarakat setempat, karena pelakunya 

sendiri adalah orang-orang yang kondisi lingkungan dan ekonominya tidak 

memadai atau berpengaruh buruk. . Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dari Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Kepolisian Resor  Kecamatan Empat Lawang seperti terlihat pada 

tabel dibawah ini.  

Tabel 3 

Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang  

Tahun 2017-2021 

Tahun Kasus Kekerasan Seksual 

2017 18 Kasus 

2018 19 Kasus 

2019 33 Kasus 

2020 16 Kasus 

2021                            28 Kasus 

2022   31 Kasus 

      Sumber: Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 202213 

 
12 Woman Crisis Centre Palembang 
13 Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 
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Pada tahun 2017 data kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres 

Kabupaten Empat Lawang mencapai 18 kasus, tahun 2018 mencapai 19 kasus, 

tahun 2019 mecapai 33 kasus, tahun 2020 terdapat 16 kasus, tahun 2021 sebanyak 

28 kasus dan 2022 mencapai 31 kasus. 

Dari data laporan kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres Kabupaten 

Empat Lawang dari tahun 2017-2022 dapat disimpulkan terhitung banyak, bahkan 

pada tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa angka kasus kekerasan seksual 

bertambah, dan pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 

selanjutnya yaitu tahun 2021-2022 angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten 

Empat Lawang mengalami kenaikan kasus lagi.  

Dan juga kasus kekerasan seksual yang terjadi Kabupaten Empat Lawang 

ini sendiri jumlahnya lebih banyak dibandingkan Kota Palembang sendiri, maka 

dari itu saya ingin meneliti atau mengetahui apa yang menjadi sebab akibat 

terjadinya kenaikan kasus atau jumlah Kekerasan Seksual yang ada di Kabupaten 

Empat Lawang. 

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. 

Pelecehan seksual dijelaskan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam 

bentuk fisik maupun non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian 

tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain 

terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Di dalam Undang-undang 

Pornografi juga menjelaskan salah satu bentuk pelecehan seksual di dunia maya 

merupakan mengirimkan gambar alat kelamin tanpa persetujuan dari penerimanya. 



15 
 

 

Mengirimkan gambar alat kelamin termasuk dalam meuatan yang mengandung 

pornografi. Pengertian pornografi sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) yang dimaknai 

sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui 

berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan di muka umum yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat. 

 Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual mempunyai berbagai macam cakupan yang sangat. Dalam upaya tinjauan 

kriminologinya, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut 

dan mempelajarinya secara mendalam, khususnya mengenai tinjauan kriminologi 

terhadap perilaku criminal dengan judul Tesis yaitu : “Aspek Kriminologi 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat 

Lawang” 

B. Permasalahan Hukum 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

isu dan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa faktor kriminogen Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten 

Empat Lawang? 

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual di 

Kabupaten Empat Lawang? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor kriminologi 

perbuatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang. 

b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya penanggulangan 

kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari pnelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum 

pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa 

permasalahan mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual. 

2) Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara 

ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis. 

3) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

pidana terutama yang berkaitan dengan masalah kekerasan 

seksual. 

b. Manfaat Praktik 

1) Agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan pengawasan 
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dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. 

2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat 

penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana 

khusunya dalam hal kebijakan hukum terhadap pelaku 

kekerasan seksual. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek kriminologi terhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang. 

E. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang 

menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. 

Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kriminologi, merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini 

meliputi proses pembentukan hukum, yaitu , pelanggaran hukum, akibat 

atau reaksi dari pada pelanggaran hukum. Dalam hubungan hubungan ini 

kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yakni, sosiologi 

hukum sebagai analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum 

pidana, etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan Analisa ilmiah 

mengenai sebab-sebab kejahatan, penologi yang menaruh perhatian pada 
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pengontrolan/pengendalian kejahatan. Dalam penelitian tesis ini penulis 

akan mengkaji tentang penyebab, akibat, pengaruh serta cara mengatasi 

kejahatan terhadap pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang. 

2. Tindak Pidana, istilah tindak piada berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga 

kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan dengan pidana dan hokum. 

Baar diarikan dapat atau boleh. Feit diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran 

dan perbuatan. Jadi Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum 

pidana yang telah dilakukan dengan dengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 

undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 

dapat dihukum. Tindak Pidana sendiri mempunyai berbagai macam 

jenisnya. Dalam penelitian tesis ini penulis hanya akan membatasi lingkup 

peneltiannya pada Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual yang terjadi 

di Kabupaten Empat Lawang. 

3. Kekerasan seksual, setiap tindakan atau perbuatan yang merendahkan, 

menghina, melecehkan atau meyerang tubuh dan/atau reproduksi seseorang. 

Perbuatan yang dimaksud timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa 

atau gender ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang menggangu 

kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan 

Pendidikan dengan aman dan optimal. Pelecehan seksual merupakan segala 

macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal 

seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang 
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yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negative seperti malu, 

marah, benci, tersinggung dan lain sebagainya pada korban pelecehan 

tersebut. Jadi Cakupan Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam penelitian 

ini yang berbentuk penderitaan Psikis yaitu setiap perbuatan merendahkan, 

menghina, main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks, humor 

porno. Sedangkan penderitaan secara Fisik yaitu perbuatan sentuhan di 

bagian tubuh tertentu, meraba, mencium, mencolek, memeluk, Gerakan 

tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, ajakan 

melakukan hubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman.  

4. Pelaku, adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, 

dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak 

kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang baik itu 

meupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang 

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari 

dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Dalam 

penelitian tesis ini penulis hanya akan mengkaji tentang pelaku Kejahatan 

Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang. 

5. Kabupaten Empat Lawang, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten Empat Lawang ini terletak 

di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada Tanggal 20 

April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya 

undang-undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan 

Kabupaten Empat Lawang Bersama 15 Kabupaten/Kota baru lainnya. 
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Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran Kabupaten Empat Lahat. 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Empat Lawang pada Periode Tahun 2017-

2021 terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 

sebanyak 244.312 jiwa , tahun 2018 sebanyak 247.285 jiwa, tahun 2019 

sebanyak 250.209 jiwa tahun 2020 sebanyak 333.622 jiwa dan tahun 2021 

sebanyak 343.839 jiwa. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji 

tentang kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang.  

F. Kerangka Teoritik 

1. Grand Theory 

a) Teori  Keadilan 

Hukum adalah perekat yang memegang tatanan kehidupan masyarakat 

yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan 

setiap pejabat pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

memelihara ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama, atau sebaliknya 

tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan hukum. Jika tindakan 

yang ditentukan tidak dipenuhi atau larangan dilanggar, tatanan sosial akan 

terganggu karena pelanggaran keadilan. Untuk memulihkan kehidupan sosial 

yang tertib, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran.14 Lebih lanjut John Rawls 

menekankan bahwa program keadilan yang berdimensi kerakyatan harus 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, pemberian hak dan 

 
14 Moh. Mahfud MD, 8 Januari 2009, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang 

diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 
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kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar yang seluas-luasnya, yang 

menyangkut kebebasan yang sama untuk semua. Kedua, kemampuan menata 

kembali perbedaan sosial-ekonomi yang muncul sehingga setiap orang, baik 

yang beruntung maupun yang kurang beruntung, saling meraup keuntungan. 

Keadilan berdasarkan persamaan didasarkan pada prinsip bahwa hukum 

mengikat semua orang, sehingga keadilan yang dicapai melalui hukum 

dipahami dalam konteks persamaan.15 

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum 

mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum 

dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini 

terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan 

numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, 

sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa 

yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, yaitu sinonim dari keadilan 

proporsional, dimana keadilan distributif didasarkan pada pembagian hak 

menurut besar kecilnya pelayanan, jadi keadilan dalam hal ini didasarkan pada 

persamaan tetapi menurut bagian-bagiannya (secara proporsional). Keadilan 

restoratif pada hakekatnya adalah hak yang didasarkan pada pembetulan yang 

salah. Misalnya, jika kesalahan satu orang menyebabkan kerugian pada orang 

lain, maka orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus membayar ganti 

 
15 John Rawls, 2006,.A Theory of Justice, London: Oxford University press 1973, yang 

sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



22 
 

 

rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan keadaan. 

akibat kesalahan yang dilakukan.  

Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan 

merupakan ukuran keadilan dan ketidakadilan sistem hukum. Selain itu, nilai 

keadilan juga menjadi dasar hukum. Keadilan dengan demikian menunjukkan 

karakteristik hukum normatif dan konstitutif. Keadilan adalah dasar dari setiap 

hukum positif yang berharga. Keadilan merupakan landasan moral hukum dan 

sekaligus norma tatanan hukum positif. Hukum positif lahir dari keadilan. 

Meskipun bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur hukum 

yang mutlak. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi 

hukum.  Ketika penegak hukum berupaya menilai kepastian hukum atau dari 

segi regulasi, mereka telah menyampaikan nilai-nilai pemerataan dan utilitas 

sebagai nilai. Karena yang terpenting untuk kepastian hukum adalah peraturan 

itu sendiri, menurut susunan katanya. Jika nilai guna dikedepankan, nilai guna 

juga mendorong keluar nilai kepastian hukum dan keadilan, karena nilai guna 

tergantung pada berguna tidaknya hukum bagi masyarakat. Demikian juga, 

ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai 

kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada 

keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.16 

Konsep keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo 

adalah:“Justice with Dignity mengkaji perkembangan sistem hukum yang 

 
16 LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan 

Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). 
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unik di Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberikan identitas 

dirinya di tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang 

ada dan begitu parah sehingga seolah-olah mengutuk bangsa Indonesia. Teori 

keadilan bermartabat merupakan sikap dalam pembangunan sistem hukum 

yang berlandaskan pancasila. Telah dicatat bahwa sistem hukum Indonesia 

tidak mengikuti sistem hukum absolut maupun sistem hukum umum secara 

ketat, meskipun banyak yang percaya bahwa sistem hukum yang dibuat oleh 

hakim mendukung martabat hakim sebagai lembaga atau institusi yang 

menciptakan hukum. .17 Salah satu ciri yang menonjol dari teori keadilan 

yang bermartabat adalah bahwa dengan melakukan investigasi untuk 

mengungkap asas dan asas hukum lintas lapisan kasus hukum seperti yang 

dibahas di atas, yurisprudensi teori keadilan publik menjaga keseimbangan 

antara pandangan yang berbeda pada lapisan yurisprudensi seperti konflik. 

Teori keadilan yang layak membuat perselisihan dalam kerangka hukum 

sesegera mungkin.  

2. Middle Range Theory 

a) Teori Kriminologi 

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu 

ilmu yang mengunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan 

menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola – pola dan faktor 

sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta 

 
17 Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung,  Hlm.17. 
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reaksi sosial terhadap keduanya.18 Terdapat pandangan bahwa kriminologi 

adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, 

mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses 

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 

hukum. Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan 

yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi 

kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 

kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena 

terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh 

masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan 

perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.19  

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 

sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, 

artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut 

yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan 

kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan 

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat 

terhadap keduanya”.20 

 
18 W.A Bonger,Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hlm.21. 
19 Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 

Alumni, Bandung, , hlm.3 
20 Topo Santoso, Jual Beli Kriminologi, Rajawali Press, hlm, 24 



25 
 

 

Objek studi Kriminologi meliputi :  

a. Perbuatan yang disebut kejahatan  

b. Pelaku kejahatan  

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 

terhadap  pelakunya.  

Pokok bahasan kriminologi adalah kejahatan sebagai fenomena 

sosial (social phenomena), kejahatan sebagaimana kongkritnya terjadi 

dalam masyarakat, dan penjahat. Kriminologi, disebut juga ilmu peradilan 

pidana, juga merupakan ilmu tentang kejahatan itu sendiri, disebut 

kriminologi, hanya saja objek dan tujuannya berbeda, hukum pidana 

menjadi standar hukum tentang kejahatan atau terkait dengan kejahatan 

untuk memahaminya. Apabila subjek kriminologi adalah kejahatan itu 

sendiri, maka tujuannya adalah untuk menyelidiki sebab-sebabnya agar 

pelakunya dan upaya penanggulangannya digunakan sebaik-baiknya dan 

seadil-adilnya. 21 Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dan 

pelanggaran ringan dan individu yang terlibat dalam kejahatan dan 

pelanggaran tersebut. Pelanggaran berarti bahwa bertindak menurut hukum 

dapat dihukum oleh hukum dan kejahatan adalah bagian dari masalah 

manusia sehari-hari.  

 
21 Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 

Storia Grafika, Jakarta, hlm. 38. 
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Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang 

gejala-gejala kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah tentang 

penjelasan, kaitan, pola dan faktor penyebab, pelaku, dan tanggapan 

masyarakat terhadap kedua gejala kejahatan tersebut. Esensi dan tujuannya 

adalah tentang kriminologi dalam arti sempit dan luas.  Kriminologi dalam 

arti sempit adalah studi tentang kejahatan. Kriminologi, di sisi lain, secara 

luas tentang kriminologi dan metode yang berkaitan dengan masalah 

kejahatan dan pencegahan kejahatan melalui tindakan non-punitif. .22 

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu: 

a) Sosiologi hukum:kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang yang dapat menimbulkan sanksi. Jadi yang menentukan 

suatu perbuatan kejahatan adalah hukum. Di sini kita mengkaji faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya hukum (khususnya 

hukum pidana).  

b) Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari 

sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan 

merupakan kejahatan paling utama. 

c) Penologi: Pada dasarnya ini adalah ilmu kriminal, tetapi Sutherland 

memasukkan hak yang terkait dengan tindakan represif dan preventif 

untuk memerangi kejahatan.  

 
22 Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum 

Pidana Indonesia Bandar Lampung, Unila, hlm.69. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah: “ ilmu 

yang mempelajari kejahatan sebagai:  

1) Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan 

dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).  

2) Sebab – sebab kejahatan.  

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa 

maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”. 

Secara khusus, kriminologi mengkaji kejahatan dari segala sudut, 

tetapi khususnya kejahatan yang diatur oleh undang-undang. Pelaku 

didiskusikan berdasarkan alasan melakukan kejahatan (motif) dan kategori 

pelaku (jenis kejahatan). Selain itu, kriminologi juga mempelajari respon 

masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya politik untuk 

mencegah dan memberantas kejahatan. Sebagai ilmu yang mempelajari 

kejahatan dan kejahatan sebagai fenomena sosial, kriminologi pada 

hakekatnya adalah ilmu faktual, dalam hal ini disiplin non-hukum.  

3. Applied Theory 

a) Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh 

setiap orang maupun Lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai 

dengan hak-hak asasi manusia yang ada.Kejahatan merupakan gejala sosial 

yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan 

dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga 
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menganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya 

semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya 

penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 

pemerintahmaupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah 

dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 

kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan 

yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-

upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijkan atau upaya-upaya 

untuk perlindungan masyrakat. Kebijkan penanggulangan kejahatan 

dilakukan dengan menggunakan sarana ‘’penal’’ (hukum pidana), maka 

kebijkan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus 

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial 

itu berupa ‘’social welfare’’ dan ‘’sosial defence’’  

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi dua yaitu, jalur‘’penal’’ (hukum pidana) dan jalur ‘’non penal’’ 

(diluar hukum pidana). 

a) Upaya Non Penal (Preventif)  

Penanggulangan kejahatan preventif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya atau terjadinya kejahatan untuk pertama kali. Penanggulangan 

kejahatan lebih baik dari pada berusaha mendidik pelaku kejahatan 
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menjadi lebih baik, karena semboyan dalam kriminologi adalah bahwa 

upaya rehabilitasi pelaku kejahatan harus diperhatikan dan diarahkan agar 

tidak terulang kembali kejahatan yang dilakukan. dapat dilakukan oleh 

siapa saja tanpa keahlian khusus dan ekonomi. Barnest dan Teeters 

mengemukakan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:   

a. mengakui bahwa akan ada kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan jahat.  

b. Memusatkan perhatian pada individu dengan potensi kriminal atau 

sosial, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis 

dan psikologis atau kurangnya peluang sosial ekonomi yang cukup 

baik untuk membentuk keseluruhan yang harmonis.  

Berdasarkan pendapat Barnest and Teeters di atas, menunjukkan 

bahwa kejahatan dapat diberantas jika kondisi ekonomi atau kondisi 

lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal seseorang dapat 

dikembalikan ke keadaan yang baik. Dengan kata lain: perbaikan situasi 

keuangan mutlak diperlukan. Faktor biologis dan psikologis hanyalah faktor 

sekunder.  

Oleh karena itu upaya preventif adalah tentang bagaimana kita 

melakukan upaya positif dan bagaimana kita menciptakan kondisi seperti 

kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, yang menjadi dinamika 

pembangunan dan bukan sebaliknya, seperti menciptakan ketegangan 

sosial. yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan dan selain itu 
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meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.   
b) Upaya Penal (Represif) 

Upaya represif adalah upaya konseptual untuk menghancurkan 

kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Penanggulangan 

terhadap upaya penegakan hukum bertujuan untuk menindak pelaku 

kejahatan berdasarkan perbuatannya dan mengoreksinya kembali agar sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan 

masyarakat, agar tidak mengulanginya lagi dan lagi. yang lain juga tidak 

melakukannya, karena hukuman yang mereka tanggung sangat berat. 

Berbicara mengenai sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem 

peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana setidaknya 

terdapat 5 (lima) subsistem yaitu peradilan, kejaksaan, kepolisian, 

pemasyarakatan dan kejaksaan. (pengacara) umumnya terstruktur dan 

terhubung secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya juga 

dilakukan dengan cara perlakuan (treatment) dan hukuman (punishment).23 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian 

hukum empiris bertujuan untuk mengetahui berapa lama hukum bekerja 

 
23 U Azmi Funna. Jurnal Teori Penanggulangan Kejahatan, diakses dari (DOC) Teori 

Penanggulangan Kejahatan Ulul Azmi Funna, SH, MH. - Academia.edu,Tanggal 11 Mei 2022. 

Pukul 17.00 WIB. 

https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan
https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan
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dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan hasil interaksi 

antara yurisprudensi dengan disiplin ilmu lain, khususnya sosiologi dan 

antropologi, dari sinilah lahir sosiologi hukum dan antropologi hukum. 

Titik tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat 

atau keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat.  

Penelitian ini lebih menekankan pada observasi. Hal ini mengacu 

pada sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk 

pengetahuan hukum empiris, yang bertujuan untuk mengamati fakta-fakta 

hukum yang valid dalam masyarakat yang membutuhkan pengamatan dan 

verifikasi pengetahuan dalam kenyataan. Titik tolak pengamatannya 

adalah realitas atau fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat 

sebagai budaya masyarakat yang hidup.24 

2. Jenis Pendekatan  
 

Penelitian Ada banyak cara penelitian yang berbeda, misalnya dari 

perspektif penelitian, terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, 

antropologis, hukum, komparatif, dan lain-lain. Dilihat dari cara 

penggunaannya, metode terdiri dari normatif, kuantitatif dan kualitatif. 

mendekati Peneliti hukum berurusan dengan masalah hukum dengan cara 

yang berbeda. Dalam penelitian hukum empiris dikaji dari sudut pandang 

empiris atau yang disebut dengan “pendekatan hukum sosial”. Karena 

 
24 Bahder Johan Nasution, 2008,  Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 

Hlm. 123. 
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penelitian ini mengkaji perspektif empiris yaitu masalah kebijakan kriminal 

terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu. pendekatan sosiologi hukum. 

Permasalahan sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan 

pendekatan sosiologis dalam analisis permasalahan hukum. Pendekatan 

hukum yuridis sosiologis dapat dilakukan sebagai berikut :  

a. Mengidentifikasi masalah sosial secara akurat untuk mengembangkan 

undang-undang formal yang tepat untuk mengaturnya   

b. Pahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kontrol 

sosial secara spontan atas beberapa penyimpangan hukum formal   

c. Untuk memahami proses pelembagaan hukum formal dalam konteks 

budaya tertentu  

d. Untuk memahami alasan banyak penyimpangan dari hukum formal 

tertentu  

e. Identifikasi model hubungan antara mereka yang berkuasa di satu sisi 

dan publik di sisi lain serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.  

f.  Identifikasi hukum formal yang dapat tetap ada, apakah perubahan 

diperlukan atau apakah harus dihapus seluruhnya dalam konteks 

komunitas tertentu.  

3. Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian 

adalah Polres Kabupaten Empat Lawang. 



33 
 

 

4. Populasi dan Sampel 
 

Penduduk tidak harus manusia saja, bisa juga berupa gejala, tingkah laku, 

pasal, undang-undang, kasus hukum, administrasi pemerintahan, tingkah laku 

politik, dan lain-lain. Populasi terdiri dari setiap objek, setiap individu, setiap 

gejala, atau setiap peristiwa, termasuk waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah 

laku, dan lain-lain, yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dan merupakan 

unit-unit yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, semua pertanyaan tentang kebijakan kriminal terhadap 

pelaku kekerasan seksual dikaji. Tim penyidik terdiri dari penyidik Polri dari Polres 

di Kabupaten Empat Lawang. Dalam kasus ini, Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (PPA) Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 1 korban kekerasan seksual dan 

2 pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, sampel adalah himpunan bagian atau 

bagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau sampel yang 

mewakili populasi hanya dapat diperiksa jika sampel tersebut benar-benar bersifat 

homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan 

kebijakan kriminal terhadap pelaku kekerasan seksual. Teknik purposive sampling 

digunakan untuk menentukan sampel, yaitu.  sampel dipilih berdasarkan perkiraan 

tertentu karena item atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.  

5. Teknik Pengumpulan Data 
 

Menurut Soerjono Seokanto, biasanya paling tidak ada tiga jenis alat 

pengumpulan data dalam penelitian hukum, yaitu penelitian pengamatan atau 
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kepustakaan, atau observasi, dan wawancara . Namun penelitian hukum empiris 

dilengkapi dengan kuesioner atau alat pengumpulan data angket. Dari keempat alat 

pengumpulan data tersebut, hanya alat pengumpulan data wawancara atau 

interview dan pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian biasanya membedakan 

antara informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (tentang perilaku 

mereka) atau yang disebut data empiris dan bahan pustaka. Informasi yang 

diperoleh langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer atau 

informasi dasar, dan bahan pustaka disebut sebagai data sekunder. Dalam 

penelitian ini data diperoleh langsung dari Polres Empat Lawang, sehingga 

jenis datanya adalah data primer.  

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian lapangan berupa informasi 

dan penjelasan yang dihasilkan dari hasil wawancara mendalam dengan 

responden/informan yaitu penyidik penyerangan seksual di 

Polres Kabupaten Empat Lawang, pelaku dan korban Tindak Pidana 

seksual. 
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2) Data Sekunder 

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berikut: 

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 

(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum  

     Pidana 

(3) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  

    Kekerasan Seksual 

(4) Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 Hak Asasi Manusia 

(5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  

    Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat 

opsional dan dapat membantu memperjelas bahan hukum primer, 

antara lain:   

1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang Tinjauan kriminologi 

terhadap pelaku kekerasan seksual. 
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2) Buku, artikel ilmiah dan bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini.         

 c)  Bahan Hukum Tersier 

        Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: 

(1) Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(2) Kamus Hukum 

(3) Ensiklopedia Hukum Indonesia 

(4) Lain sebagainya. 

6. Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang dimulai 

dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama ke dalam sub-aspek dan 

kemudian menafsirkannya untuk memahami setiap sub-aspek dan hubungannya. 

Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi terhadap semua aspek untuk 

memahami makna hubungan satu aspek dengan aspek lainnya dan terhadap 

semua aspek yang menjadi objek penelitian dilakukan secara induktif sehingga 

memberikan gambaran yang utuh. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris dilakukan 

dengan metode induktif, yaitu cara menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan tertentu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan aspek-aspek 

hukum yang serupa, pertanyaan-pertanyaan khusus tersebut. Penalaran logis 
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atau induktif yang dikenal dalam hukum digunakan untuk menarik kesimpulan 

dari kasus-kasus individual yang aktual menuju suatu kesimpulan umum.  

Bentuk fakta, cari hubungan sebab-akibat, dan mengembangkan 

argumen berdasarkan kasus yang diputuskan di masa lalu, lalu bandingkan 

dengan kasus aktual yang ada. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik suatu 

kesimpulan yang menyatakan suatu argumentasi dengan menggunakan logika 

induktif. 
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